BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka

kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pada perjanjian baku DANA dan LinkAja terdapat klausula baku yang
melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK. Dari kedua perjanjian baku DANA
dan LinkAja terdapat persamaan pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat (1)
huruf a UUPK yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
kepada konsumen, sedangkan kedua wuang elektronik tersebut
mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen. Selain Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK,
kedua perjanjian baku tersebut melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf f UUPK
yang menyatakan pelaku usaha mengurangi manfaat jasa atau mengurangi
harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa. Kedua
perjanjian tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf g
UUPK, dimana tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya. Sedangkan pada perjanjian baku DANA melanggar ketentuan
Pasal 18 Ayat (1) huruf b UUPK, yang menyatakan pelaku usaha berhak
menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Dari kedua
perjanjian baku DANA dan LinkAja tidak terdapat klausula baku yang
melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UUPK yang menyatakan pelaku
usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti, sedangkan perjanjian baku DANA dan

LinkAja sudah membuat perjanjian baku yang mudah dan jelas untuk
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dibaca dan dipahami oleh konsumen. Serta ukuran tulisan dan jarak antar
baris yang tidak terlalu rapat sehingga memudahkan untuk dibaca oleh
konsumen. Pada akhirnya kedua perjanjian tersebut melanggar terhadap
Pasal 18 UUPK.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa harus didahului oleh sebuah upaya
hukum. Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) PBI No. 16 Tahun 2014 bahwa
konsumen dapat melakukan penyampaian pengaduannya kepada Bank
Indonesia. Selanjutnya bila konsumen merasa hasil dari keluhan atau
pengaduan tidak terselesaikan dengan baik maka konsumen dapat
melanjutkan ke pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan aturan
UUPK. Apabila konsumen memilih untuk menyelesaikan sengketa
melalui pengadilan akan berlaku ketentuan yang berlaku di dalam sistem
peradilan umum, dan apabila konsumen memilih untuk menyelesaikan
sengketa melalui BPSK, maka konsumen harus memilih apakah akan
menyelesaikan konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.
Tetapi dalam perjanjian baku tersebut bahwa konsumen setuju untuk
menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan
untuk perjanjian baku LinkAja tersebut bahwa konsumen setuju untuk
menyelesaikan melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI).

. Setelah dilakukan perbandingan klausula baku yang melanggar ketentuan
Pasal 18 UUPK dapat ditarik kesimpulan, perjanjian uang elektronik
berbasis server yang memiliki paling banyak klausula yang bertentangan
dengan Pasal 18 UUPK adalah perjanjian baku DANA sebanyak delapan
(8) klausula dan yang paling sedikit mengandung Kklausula yang
bertentangan dengan Pasal 18 UUPK adalah perjanjian baku LinkAja

sebanyak enam (6) klausula.
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Dengan begitu perjanjian uang elektronik berbasis server yang paling
sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 18 UUPK adalah
perjanjian baku LinkAja karena dalam perjanjian tersebut paling sedikit
pencantuman klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.
2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah saran penulis untuk

dilakukan perubahan terhadap perjanjian baku DANA dan LinkAja:

1. Perubahan klausula baku DANA dalam perjanjian uang elektronik
berbasis server yaitu:

a. Pada bagian VII yang berjudul “Penarikan DANA Dari Saldo DANA
Ke Rekening Bank” ayat 7, seharusnya menjadi “DANA tetap
membantu penyelesaian masalah jika terjadi permasalahan pada pihak
bank, bila bank tidak dapat memproses penarikan saldo DANA sejauh
DANA sudah berhasil mengirimkan instruksi transfer.”

b. Pada bagian XV yang berjudul “Batasan Tanggung Jawab” ayat 2
huruf ii, seharusnya menjadi “setiap kerugian yang terjadi yang
diakibatkan karena Pengguna DANA terindikasi melanggar hukum
dan/atau terdapat kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, atau
pemalsuan oleh pihak lain yang tidak berwenang.”

c. Pada bagian XV yang berjudul “Batasan Tanggung Jawab” ayat 7,
secharusnya menjadi “Apabila transaksi telah diselesaikan maka
transaksi akan tetap diproses sesuai dengan informasi dan data yang
telah didaftarkan dan dimasukkan oleh Pengguna dan apabila transaksi
tidak sesuai dengan perjanjian maka pengguna berhak melakukan
pengaduan kepada pihak DANA untuk membatalkan kegiatan
transaksi dan mendapatkan penyerahan kembali saldo DANA.”

d. Pada bagian XIII yang berjudul “Pemblokiran Atas Rekening DANA”
ayat 1 huruf iii, seharusnya menjadi “Dilakukan oleh DANA

dikarenakan terdapat suatu indikasi pelanggaran terhadap hukum dan
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ketentuan yang berlaku sehingga rekening harus segera di blokir
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna.”

Pada bagian XIII yang berjudul “Pemblokiran Atas Rekening DANA”
ayat 2, seharusnya menjadi “Sehubungan dengan bagian 1 di atas,
DANA berhak untuk memblokir rekening DANA yang dimiliki
Pengguna dengan pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi satu
atau lebih hal sebagaimana disebutkan dibawah ini: ...”

Pada bagian XIX yang berjudul “Lain-Lain” ayat 10, seharusnya
menjadi ““Transaksi Pengguna yang dilakukan melalui DANA
disimpan secara otomatis pada server DANA. Pengguna mengakui dan
memahami bahwa DANA dengan upaya terbaiknya telah menjaga
keamanan sistemnya. Apabila dalam hal terdapat perbedaan atau
ketidaksesuaian antara data dan saldo dan catatan Transaksi Pengguna
maka Pengguna dapat melakukan pengaduan tertulis kepada DANA
dengan menyertakan pembuktian secara jelas.”

Pada bagian XIX yang berjudul “Lain-Lain” ayat 12, seharusnya
menjadi “Pengguna tidak menggunakan layanan DANA selama 6
bulan berturut-turut, maka DANA dapat menghentikan sementara
rekening Pengguna, Pengguna dapat menggunakan kembali rekening

Pengguna dengan nominal saldo yang sama seperti sebelumnya.”

. Pada bagian XIX yang berjudul “Lain-Lain” ayat ke 8, seharusnya

menjadi “Syarat dan Ketentuan Pengguna DANA ini baik sebagian
maupun seluruhnya termasuk fitur atau layanan yang ditawarkan oleh
DANA dapat dirubah, diperbaharui, dan/atau ditambah dari waktu ke
waktu dengan berdasarkan kepada kebijakan yang berlaku di DANA
dan terhadap perubahan, pembaharuan dan/atau penambahan tersebut
DANA akan tetap memberikan pemberitahuan melalui media yang
ditentukan oleh DANA.”
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2. Perubahan klausula baku LinkAja dalam perjanjian uang elektronik

berbasis server yaitu:

a.

Pada bagian II yang berjudul “Aktivasi LinkAja Bagi Pemegang Baru”
ayat 8, seharusnya menjadi “Pemegang LinkAja membantu
menyelesaikan permasalahan dari segala tuntutan pihak Kketiga
manapun termasuk suami dan/atau istri dan/atau ahli waris Pemegang
sehubungan dengan proses pembatalan upgrade dari Basic
Service menjadi Full Service LinkAja.”

Pada bagian IV yang berjudul “Tanggung Jawab Pemegang LinkAja”
ayat 6, seharusnya menjadi “Dengan memperhatikan segala ketentuan
tersebut di atas, Finarya dengan ini akan membantu sepenuhnya atas
kerugian dan tuntutan uang yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan
LinkAja atas kesalahan/kelalaian Pemegang dan/atau kejahatan atas
rekening LinkAja.”

Pada bagian IX yang berjudul “Lain-Lain” ayat 8, seharusnya menjadi
“Finarya bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan atas
ketidaksesuaian atau ketersediaan barang di pihak ketiga atau mitra
yang bekerjasama dalam penyelenggaraan layanan LinkAja.”

Pada bagian III yang berjudul “Penggunaan LinkAja” ayat 5,
seharusnya menjadi “Transaksi LinkAja disimpan secara elektronik di
dalam server milik Finarya; dalam hal terdapat perbedaan antara saldo
dan/atau riwayat transaksi yang tertera dalam media atau sumber data
lain seperti tetapi tidak terbatas pada aplikasi,
catatan merchant, telepon selular Pemegang, maka Pemegang LinkAja
dapat melakukan pengaduan tertulis kepada Finarya dengan
menyertakan pembuktian secara jelas.”

Pada bagian V yang berjudul “Pemblokiran dan Pengakhiran LinkAja”
ayat 4, seharusnya menjadi “Finarya berhak melakukan pemblokiran
rekening LinkAja disertakan pemberitahuan melalui media pemberian

informasi/pengumuman yang lazim digunakan Finarya, jika Pemegang
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LinkAja melanggar sebagian atau seluruh Syarat dan Ketentuan ini
dan/atau terdapat indikasi bahwa rekening tersebut patut diduga
disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung
dan/atau untuk melakukan kejahatan dan/atau untuk kegiatan-kegiatan
yang dapat merugikan masyarakat.”

f. Pada bagian IX yang berjudul “Lain-Lain” ayat 4, seharusnya menjadi
“Finarya dapat mengubah, melengkapi, atau mengganti Syarat dan
Ketentuan layanan LinkAja ini setiap saat dengan pemberitahuan
kepada Pemegang LinkAja atau melalui media pemberian
informasi/pengumuman yang lazim digunakan Finarya. Diharapkan
Pemegang LinkAja mengakses halaman ini secara periodik untuk

mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku.”

3. Pelaku usaha dalam hal ini adalah seharusnya dalam menjalankan
usahanya dengan itikad baik, serta memiliki pemahaman yang memadai
akan hukum. Pelaku usaha diharuskan menyadari kewajiban-
kewajibannya sebagai pelaku usaha. Pihak pelaku usaha tidak hanya
melindungi kepentingannya sendiri, tetapi secara bersamaan juga
menjamin kepentingan konsumen. Seperti halnya:

a. Kilausula Kebijakan Privasi DANA dan LinkAja harus diperbaiki agar
menggunakan Bahasa Indonesia yang sederhana dalam merumuskan
klausula yang bersangkutan agar lebih mudah dipahami konsumen.
Selain itu, penggunaan tanda baca juga harus diperhatikan agar
maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku usaha dapat diterima atau
dipahami dengan baik oleh konsumen.

b. DANA dan LinkAja harus mendapatkan persetujuan secara tertulis
langsung dari konsumen agar DANA dan LinkAja memperoleh
kewenangan secara sah untuk dapat memberikan data konsumen
kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian baku DANA dan

LinkAja. Klausula baku yang menyatakan persetujuan konsumen
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untuk memberikan kewenangan kepada DANA dan LinkAja saja tidak
cukup untuk memberikan kewenangan kepada DANA dan LinkAja
untuk dapat memberikan data konsumen kepada pihak ketiga.

c. Jika diperhatikan, substansi atau isi dari klausula mengenai
Pembatasan Tanggung Jawab pada dasarnya memuat klausula baku
yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari DANA dan LinkAja
kepada konsumen. Oleh karena itu, menurut penulis terminologi
Pembatasan Tanggung Jawab lebih tepat bila dinamakan Pengalihan
Tanggung Jawab.

d. Perlu diperhatikan terkait konsistensi dan akurasi penggunaan kata,
istilah, frasa, maupun kalimat dalam perjanjian baku DANA dan
LinkAja secara keseluruhan agar tidak menimbulkan kebingungan
bagi konsumen saat membaca perjanjian baku DANA dan LinkAja.

e. Dalam klausula mengenai pembaharuan peraturan baku DANA dan
LinkAja seharusnya ditambahkan kewajiban DANA dan LinkAja
untuk memberitahukan perubahan klausula dalam perjanjian baku
DANA dan LinkAja serta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

berlakunya perubahan tersebut.

4. Pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat harus lebih aktif mengawasi pelaku usaha serta
praktik pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Pengawasan
dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, konsumen, dan lembaga-
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Serta Pemerintah
dapat memberikan edukasi mengenai perlindungan konsumen kepada
masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat memahami yang menjadi hak
dan kewajiban sebagai konsumen serta mengetahui langkah-langkah
upaya hukum vyang dapat dilakukan dalam mempertahankan hak
konsumen bila terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen.

Diharapkan dengan mendapatkan edukasi mengenai perlindungan
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konsumen, konsumen juga benar memahami terlebih dahulu klausula baku

dalam perjanjian baku uang elektronik berbasis server.
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